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Abstrak
Pcranan lembaga pembiat?an baik berupa bank maupun nolr barik sebagai suatu baalan
hulium l?ng bergerak di bidang ekonomi dan keuangan mem$*vai kedudukan dan
polensi )ang slralcgis. Salah satu lang bcrkembdng saat itu adalah pembia!€rn konsnrEn(consune\fnan.a) s!:.,}.?.gai s lah satu sarana u$uk mcndapatlian barang. Pcrmasalalnn
pcnelitian ini adalrh bagairMmperalihan hak milik l"ng menjadi 6t€k d.ala pedanjian
pembiayaan konsumcn dan bagainuna kelutan mengikal dari pedanjian pcmbia,vaan
kon$men. dikaitkan dengarturisprudensi
Pendckatan dalafi peneliiian ini adalah pendekatan ]uridis nolmalil Data sekundcr
dipcroleh dari studi kcpusrakaan Analisis data dilakukan secrra kual ital if
Berdasa*.ar hllsi I pcnclida.L dikelahu i balN" doklmen kendfl:aan bermolor scrrni BPKB
diin STNK sc(a pcnrbrtartln BBNKB mcnurul kclenluarr pcrundang-undrng$n la|q
bcrldh' d2lan pcri" dirn l]elnbial?L?n konsumen bukan metuFkan bukti hak milik. sclxnggl
rvdaupun dokunrn d rlulis atas rann konsumcn tidak dapat dijadikan alasan bahn a hak
mihl sudah beralih.
Da)a ikalperjaruian beli se\ra kend.araan bcrmotortidaklah mudak. Hrkjm beNenang
rcnilai danmengcsampingllen isi perjanjian apabila slaraFsJ.arat pcdanjian dianggap
bcne{aryan dcngal rasa keadilan Bahkln d.rpar dikalakdr kewenangan ini sudal menjadi
wrisprudensi letap Mahleinah Agung Reprblik Indonesia schingga dnpal dijadikan
p€doman !"ng mcmpuntai kd:uaM n tuengikat terhadap putusan di masa dalang
Xata Kunci: Nrtotltlon. pcnlbtd.r'oun kont ncn
I. PENDAHULUAN
Perjanjian Pembiavaan Konsumen merupakan lembaga hukum 1,ang
dinraksudkan sebagai dasar hukum arau alas hak baei berpindahnva h k milik atas
sualu baraDg. dewasa ini tumbuh dan berkembanga dalam masyarakat sejak di
umumkannya pakel kebijaksanaan 20Dcsember I988 dengan peraturan Kepres
No 6l tahun 1988lentang lembaga penrbiayaan- Kepmenkeu No 125I tahun 1988
ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiavaan_ Kepmenkeu No 468
lahun 1995 jo No 4.18 ,/ kmk r' 01 7 .' 2000 tentang perusahaan pembiavaan(\{unir
Fuad\',2002 165 )
I'.fttlthan llali .\hltk tlnn l)dta lkat P.ridDtidD Penhn\dan K.n.uDtcn /1h,ti ]tuslt) 3l
Ketenhun perundang-mdangan tentang pembiayaan kon$men yang klusus
dan terperinci belum ada. Oleh karena itq menuut hukum perdata di Indonesia,
berlak{ah ke&ntuan dalam Bagian Umum Buku III BW yang m€ngarut sistem terbuka
(oryn system) yurgmengandung pengertian bahwa hukum perj anj ian memberikan
kebebasan yang seluasJuasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perj anj ian
yang bedsi apa saja, asalkan tidak melanggar undang-undang, ketertiban, dan
kesusilaan (Subekti, I985: I3)
Sistem terbuka ini biasanyajwa dis€but "asas kebebasan berkontrak" (palrj
autonomie) yaDg merrpakan inti Pasal 133 8 ayat 9l ) BW yang belbunyi: "Semua
perjanj ian yang dibuat secara sah berlaku sebagai udang-undang bagi mereka yang
membuatnya''. Ketentuan ini mengandung pengeftian bahwa semua perjanjian yang
memenuhi syarat-syant hukum, oleh karenanya sah dengan syarat idak bertentangan
dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan, sehingga mengikat para
pihak yang membuatnya dan mereka wajib mentaatiny4 dan apabila diingkari maka
hukum memberi sanksi bagi pelaksaiaannya (Pasal 1338 ayat (1)juncto Pasal 1320
juncto Pasal 1337 BW).
Denikian halnya perjanjian penbia,"an konsumeq telah dirnanGalkan sebagai
altemalifcaamemperoleh hak milik afas suatu barang seperti alat-alat runah tangg4
alat-alat kantot kendaraan bermotor dan rurnah. Perjanjian pembiayaan konsumen
lang objekrya kendaman bemotor banyak ditemukan baik kendaraan pribadi maupun
kendaraan untuk usah4 seperti mikrclet, taxi, dan lainJain. Dilihat dari sudut hukum
perjanj ian kenyataannya di lapangan menunj ukkan sebagian besar naskah perja4jian
pembiapan konsumen yang objeknya kendaraan bermotor dibuat dalarn bentuk bal(u
(Etandard contlact). Perjanj ian baku ini sebenamya dalah suatu bentuk perjanj ian
yang isinya sudah ditetapkan secara sepihak dan dicetak secara masal).
Mariam Darus Badrulzaman ( 198 I :23) mengemukakan beberapa pendapat
para ahli (hukum) mengenai kelemahan perjanjian baku ini. Patlo berpendapat
p€rjanjian baku adalah s)at\t"dwangconbacf'(perjanjiar paksa) karena kebebasan
pihak-pihak yang dijamin oleh Pasal 1338 ayat ( I ) BW sudah dilanggar. Pihak yang
Iemah (debitor) terpaksa menerima hal ini sebab mereka tak marnpu berbuat lain.
Terhadap e6uatan di mana kreditor (perusahaa! pembiayaan komumur) menentukan
secara sepihak isi perj anj ian baku, menurut Slurter secam matedil melahi *an'legio
pqrtic'uliere u'etgevers" (pembentuk tmdang-undang swasta)- Stein mengemukakan
pula bahwa dasar berlakunya perjanjian baku ini adalah "defctie van wil of
verlrou\9en" (asas fc e atas kehendak dan kepercayaan). Jadi tidak adanya
kebebasan yang sungguh-sungguh ada pada pihak-pihak, khususnya debitor
(konsumen). Subeki mengemukakan bahwa asas koNensualisme yang terdapat di
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dalam Pasal I 320j uncto pasal I 33 g BW di mana pelanggaran terhadap ketentuar-initi.l2k sahdalrjuga tidak mengikat s€baga; unaang_,u:dang. tg ens mengatnkan.balwa kebebasar kehendak di dalam perjanjian me*paki liiuran k"r;;i;;.Maflarn Lrarus Badrutzarnan fl981:2j). peralihan hak milik dalam pcrianiianpembiayaan konsumen yang objeknya kendaraan bermoror m"-o"kJf;.";
sangar penti ng untuk diketahui. sebab tuj uan akhir perjanj ian adalai beral ihnva ha;
nx < dan perusahaan pembia)"an konsurnen kepada konsumen. Tetapi apabila jamari
5"*or-11riTji-d-dikai*an denganketentuanmengenai bukupe;tk ker;;bermotor (BPKB) akan nampak ada kerancuan.
. .. 
Uraiandi'rasmemmjukkan bahwapenggunaanperjanjianbaku,termasuk
perjanjian pembiayzan konsumen bertenungan dengan asas ko.sensua;"." aa'se"u_potensial menimbulkan kerugian terhadap ihak yarg b",?ori l"m"h. D"lam ;;;i;pembjayaan konsume[ posisi ini dirempati kors,-"n ia"Uir*y. e".a^uit"ioiaupemanarnan tersebut" penulis mencoba unnrk melihat bagaimana peralihan hal< mil ikyang menjadiobyek dalarn pedanj ian tersebut dan bagaimana kekuatun rn"neiku,dari perjanjian pembiayaan konsumen. dikair*an dengai ytrisprudensi 
'--- ''"-'
II. METODE PENELITIAI{
. . . 
Unfi.* memecal*rn masalah png direliti. pendekaun masalah yane diqunakan
adatah pendekamn onnatif pendekaar normatifadaah pendetatanian! ail-atr*andengan cara mempelajari dara sekunderbempat :a"n-fiad Oarrn p"i"iLtf* fr,;,pendekaran normatifdilakukan dengan cara mengkaji peraturan_p.*; *r*d_;
undangan mengenai pedanjian pembiayaan konsumen- U"r.-Uj",,l;t *arJ6r1 f._-"lllru an tanm)a- serut naskah perjanj ian pernbiayaan konsumen I u sendiri .pendekaun
emprns dr tatokan seh,g2i bahan penunjang Lrntuk elengkapan <lara dalam metakukan
analisis data normatif
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAIIASAN
a. Pengertian Pembiayatn Konsrmen
Di Indonesia istilah pembiayaan konsumen (Consumer Finance), yangpengertiannyameliputi juga kedit kosumen (ConsumerCredit;. perbedaaruryi
Y1.ya eid? fnsahaanjasa keuargan yang membialainya_ pernbiayran konsumenorotayar oteh perusahaan pembiayaan sedangkan kredit konsumen dibiayaiolehBank (Abdulkadir Muhammad an fulda Murniati. 2000:246).
Penggunaan istitah dan pengenian pcrnbiayaan konsurnenadalai pembia) aEnpengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan system pembayaraan
p",an', uii iiii i*b;;i;,-r;;;i;;:;b;;";; ;.;:";;,'(;;:;;,;' . ii
angsuran secara berkala. hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal I angka 6 Kepres
No.6l Tahun I988 tentang lembaga Pembiayaan.
Dari p€ngcnian di atas dapat dilemulakan unsur-unsur pokok dalam perjanjian
pembiayaan konsumen antara lain:
l. Merupakan pcrjanj ian berdasarkan kesepakat?& (a c o nt r.t c t).
2. Pembayaran harga dilakukansecamangsufin (instalmenl).
3. Hal milik beralih setclah argadibayar lunas.
b. Peralihan IIak Milik Dalam I'erjanjian Pembiayaan Konsumen.
Pcral ihan hal m ilik dalam ped;urj ian pembiayaan konsumcn yang obj eknya
kendaraan bermotor merupakan fase yang sangat penting untuk diketahui, sebab
tujuan nkhir perjanjian adalah beralihnya hak milik dari Kreditur (Perusahmn
Pembiayaan Konsumcn) kepada debitur (konsumen) apabila diamati kctentuan
pcr.janjian dan dikaitkan dengan ketentuan mcngenai Buku Pemilik Kendaraan
Bennolor (BPKB) akan nampak adanya ke.ancuan.
I'asal 2 ayat (7) Per.janjian pembiayaan konsumen menyatakan sebagai
berikut: [ ]ntuk menjdnlin agitr seluruh sisahargakcndaraan lersebut ayal (2) lunas,
maka PIIIAK KEDIIA (konsunlcn) akan mcmbuat pengakuan hutang dengan
peny crahan hak milik secara fiducia sccan tcrpisah (lihat isi Naskah Perjanjian
Pcmbiayaan Konsumcn). Apabila ketentuan di atas dikaitka.r dcngan maksud atau
tujua"r perjanj iar pembiayaan konsumen, maka terdapat hal yang saling bertentangarL
)"ilu:
l. Maksud dan tuj uran diadakar perj anj ian pembiayaan konsumen dan sekaligus
merupakan ciri khas perj arj iar pcmbiayaan konsumen adalah peralihan hak
milik atas barang dari peruszrhaar pembiayaar konsumen kepada konsumen
baru terjadi sctclah scluruh angsuran hargadibayar lunas oleh konsumen.
A rtinyzr, scbclum selunrh angsLran dibayar lunns, hak milik atas barang masih
tctap bcrada pada pcrusalaan pcmbiayaan konsumen dan belum beralih dari
pcrusaiaan pcmbiayaar konsumen kepada konsumen-
2. Sebaliknya ketcntuan Pasal 2 ayat (7) memberi kesan bahwa kendaraan sudah
mcnjadi hal milik komumeq dar sebagaijaminandiperlukan Sural Pengakuan
Hutang dan Jaminan berupa Penyeraian Hak Milik secara Fiducia (fdrclare
e i ge nalo tk' o ye rdr a c h t).
Sclani utnya Pasal 2 ayat (9) Perjanjial pembiayaan konsurnen menentukan
bahwa "Para pihak dengan inisecarategas menyatakan bahwa walaupun PIHAK
PERTAMA (Pcrusahaan Pembiayaan Konsumen) memberikan STNK dan lain-lain
suratyang bersangkulan dengan kcndaraan tersebut, hal initidak diartikanbahwa
kcndaraan terscbut mi lik yarg bcnangkutan ftonsumcn), tapi hanya Peminjam (lihat
isi Naskah Pcrianjian Pcmbiayaan Konsumen).
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Pasal 2 ayat (9) ini sudah sejalan dengan maksud perjanjian pembiayaan
konsumen. Tetapi mengkonstruksikan konsumen sebagai peminjam, tidaklal tepat,
sebabmenunrr Pasal 1740 BW: "piqjampakai adalah suatupenetujuandengan rumir
pihak yang satu membedkan suatu barang kepada pihak yang lainnya untuk dipakai
denan Cuma-Cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang ini, setelah
memakainya tau setelah lewatnya suatu waktu tertenu akan mengembalikannyd'.
Hakikatantara perjanjiadFembialean konsumen dan perjanjian pinjam pakaiadalah
berbeda Pajanj ian pinjam pakai tidak bertujuan memindahkan hak mili( sedangkan
perjanjian pembiayaar konsumen dimaksudkan untuk mengalihkan hak milik atas
bamng (Agnes M. Toar, 1988:3).
Penelitian menunjukkan bahwa pengaturan yang saling bedentangan dan
mengakibalkan keragu-mguan secara hukum kepemilikan kendaraaq timbul karena
menuut kebntuan yang berlaku setiap kendaraan bermotor di lndonesia yang dipakai
dijalan umum waj ib didaftarkarl dan s€bagai tanda pendaftaran dikeluarkan BLrku
Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kemudian dilengkapi dengan Surat Tanda
Nomor Kendaraan (STNK). Demikian juga terhadap setiap peralihan hak atas
kendaraan dicatat dalam BPKB dan dikenakan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor TBBNKB).
Ketentuan mengenai BPKB dan STNK sena pembayaran BBNKB ini
menimbulkan pendapat yang berbeda terhadap pertanyaan apakah kendaraan
bermotor termasuk dalam kategori barang terdaftar (tegister goederen) alal]-tidak.
Sardo ( I 989:60) berpendapat bahwa "da!i namanya saja (BPKB, -penulis), sudah
ketahuan bahwa buku teNebut m€mbuldikan kepemilikan ses€orang atas kendaraan
renentu". Dengan kata lain, atas nama siapa BPKB dan STNK tersebut erdaftar
merupakan pemilik sah kendaraan. Ini j uga berarti BPKB dan STNK merupakan
bukti hak milik atas kendaraan bermotor Apabila pendapat di atas diikuti, maka
terhadap seseorang yang namanya lerdaffar dalam BPKB dan STNK melekat hak
kebendaat (zakelij k recht\.
Jikapedryl Satrio di atas dikaitkan dengan perjanjian pembiayaan korsumen
yang objeknya kendaraan bermotor yang notab€ne belum mengalitrkan hak milik,
maka seharusnya BPKB, STNK terdaftar atau dicatat atas nama pemsahaan
pembiayaaq konsumen dan BBNKB tidak perlu dibayar-
Terapi penelitian menunjukkan data yang berbed4 kendaraan bermotor )"ng
diikat dengan pefanjianpembialaan konsumen selalu didaftarkan atas narna konsunen.
Ini dapat dilihat pada BPKB dan STNK yang ditulis atas nama konswnen. Demikian
juga BBNKB sudah dibayar sebagai salah satu elemenlJ€rlgmllk"(down pqyment).
Jika konstruksi BPKB dan STNK merupakan bukti hak milik diikuti- maka
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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kons€kuensi hukumnya dalah hak nilik kendaraafl bermotor yang diikat perjanjian
pembiayaan konsumen itu sudah beralih. lnijuga berarti ciri khas perianjian
pembiayaan konsumen menjadi lenyap.
Sebalikny4 putusan Malkamah Agung RI Nomor 1242.K,Fidl 986 tanggal
30 Maret I 989 berpendapat lain. Dalam pertimbangannya Majelis berp€ndapat bahwa
rneskipun BPKB dan STNK tercatal atas nama konsumen, tidak dapat dijadikan
alasan sebagai pemilik. Sebab menurut hubungan hukum perjanjian pembiayaan
konsumen selama konsumen belum melunasi harga barang ters€but, status konsurnen
terhadap barang tersebut hanya sebagai penyewa. Hal ini berarti pendaftaran arna
konsumen dalarn BPKB dan STNK bukanlah sebagaibukti kepemilikan kendaraan
Berdasarkan uraian di atas tampak adanya perbedaan yang kontradikiffungsi
BPKB dan STNK serta pembayaran BBNKB, khususnya dalam perjanjian
pembiayaaa konsumen yang obj€knya kendaraan bermotor, apakah sebagai bukti
hak milik atau bukan. Oleh karena itu, upaya terbaik menempatkan fungsi BPKB dan
STNK sena pembayaran BBNKB secara proporsional adalah dengan meneliti
fu ngsinya masirg-masing menurut peraturan perundang-undang,an.
c. Daya lkat Perj anj ian Pembiayaan Konsumen MenurutPutusan Mahkamah
AguDg Nomor 935/K/Pdt/l985
Pen)€lesaian perselisihan yang timbul dalam perjanjian pembiayaan konsrmen
yang objeknya kendaraan bermotor pada dasamya da dua latematifyang digunaka4
yaitu penyeiesaian di luar pengadilan atau musyawarah berdasarkan kekeluargaan
dan di muka pengadilan Tetapi hasil penditian rrFnu4iukkan bahwa sampai p€nelitian
ini dilal<ukar belum ada Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang m€ngenai p€rJanjian
pernbiayaan konsrmen. Ini menimbulkan kesulitan merumuskan penilaian ttakim PN
Tanjungkarary )ang normatifdalam bentuk putusan (vonnis) terhadap isi perjanjian
pernbiayaan konsumen. Namun diperoleh pendapat, hakim berwenang menilai si
pedanjian, termasuk perjanjian pembiayaan korsumen yang objekrya kendaraan
bermotor, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik lndonesia Nomor
93 5.K,/Pdt 1985. Secara konologis putuvn tersebut sebagai berikuti
Duduk Per*ara
Unda bin H Marsan sebagai p€nggugat, menggugat Ny. Lie Tjiu Hwa sebagai
tergugat I dan Achmad Kartawijaya sebagai te€ugat Il pada tanggal 23 Maret I 983
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta I,usat pada tanggal 25
Maret 1983, di bawah Nomor 163/1983/q penggugal mengemukakan dalil-dalil
seb€ai berikut:
Pada tanggal 8 Januari 1982, Unda bin H Marsan (Penggugat) telah
menaodatangani $lrat perjanjian pelunasan angsrmn s6wa beli untuk satu unit tn*
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baru merek colt diesel keluaran Mitsubishi tahun pembuatan I 98 I dengan nomor
mesin 4D30- I 7525 8, wama kuning, Nomor Polisi B 9 I 85 WN atas nama di STNK-
nya Ny Lie 1.jiu Hwa Rp.8.940.000,00,- dengan Tergugat [. Untuk sewa beli
kendaraan ters€but G)enggugat) telah membayar uang mLrka Rp.3.000.000,00,- dan
uang angsuran Rp.6.970.000.00,- seluruhnya Rp.9.970.000,00,- sehingga terdapat
Lelebihan pem bayaran Rp. L030.000.00.-.
Sampai surat gugatan dibuat, para tergugat tidak mengembalikan uang
kelebihan pembayaran te$ebut dan belwn menyerahkan kuitansi tanda pembayaran
lunas serta BPKB atas mobil yang masih atas namanya kepada penggugat. Balkan
para tergugat telah menyita dengan kekerasan mobil temebut melalui Sudrajat, Koprdl
CPM pada tanggal I I Maret I 983. Dengan demikian para tergugat telah melakukan
perbuatan melawan hukum. Penggugat mohon kepada Pcngadilan Negeri Jakana
Pusat agar melakukan penyitaan atas mobil dan memerintalkan untuk menyerahlcn
kepada penggugat, serta keputusan dapat dilaksanakan lebih dalulu meskipun para
tergugat mengajukan rc,"ze1, banding, atau kasasi.
Terhadap gugatan ini, pam tergugat mengajukanjarvaban sebagai berikut:
lbrgugat menolak dalil penggugat yaDg menyatakan telah membayar lunas
mobil colt diesel Nomor Polisi B 9185 Wli dan ada kelebihan pembayaran
Rp. I .03 0.000,00,- (satuj uta tiga puluh ribu rupiah), sebab penggugat membuat dua
perjanjian beli sewa dengan teryugat satu tmit colt diesel dan satu lagi mobil pick-up
L-300, maka pembayamn yang dilakukan penggugat Rp.9.970.000,00,- (sembilan
j uta sembilan |atus tujuh puluh ribu rupiah) bukan hanya pembayaran angsuran mobil
colt dies€l sebagaimana dimaksudkan penggugat, tetapij uga untuk pembayann pick-
up L-300 Nomor Polisi B 9 I 84 WN. Bukankah tergugat tidak lagi melunaskan sisa
angsuran mobil cplt diesel Nomor Polisi B 9l 85 WN, dan untuk pemba,"ran angsurdn
mobil selanjuhya lelah disemhkan kepada Rasi'in bin Da*at. Oleh karena itr! oleh
karena iur penggwat idak mempnyai/tidak ada hubungan lagi dengan mobil tersebut,
dengan sendirirya hubungan h*um antara penggugat delgan t€rgugat tidak ada lagi,
sehingga tidak adaalasan bagi penggugat untuk m€nuntutteryugat uduk rnengembQlikan
kelebiban pembayaran ihr. Sesuai dengan Surat Pedanjian Pelunasan Angstran Se\ra
Beli (SPPASB) apabila penggugat tidak dapat melunasi/membayar tau terlambat
melunai/membayar dari tanggal yang telah ditentukan maka tergugat befirk menarik
kemb€li mobil tersebut drri penggugat Terguga mohon agar gugatan penggugat ditolak
atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima-
Tentatrg Pertimbangan Hukum
Meskiprm benar tergugat elah membuktikan adanya pemyataan bersama
antaia penggugaldengan s€ksi Rasi'in bin Da*at padatanggal I Agustus 1982 )"ng
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menyatakan bah*a penggugattidal dapat lagi melunaskan sisa angsuran mobil colt
diesel \omor Polisi B 9 I 8 5 \!\ dan u,1tuk pembaya,'a.r selanj utn) a telah diserdlrkan
kepada saksi Rasi-in bin Darkal nanuntidallah bemnibah*a penggugat tidak ada
hubungzm lagi dengar mobil senkeh dan tidrk benar denga.r demikia,r hubungan hul:um
aliura penggugat dengan tergugattidak ada lagi. Oleh kaJena itu daliltergugat bahwa
penggugat tidak ada lagi alasan untuk menuntut ergugat tidal tepar.
Vcskipun penggugat tidak secam pribadi melalj utkar pelu,r]asa.r sisa angsur"t
mobil scngJiea teupi unruk itu lelai diserahkaJln)a dan telah pula dilalisaiaLan oleh
saksi Rasi in bin Darkar. haltersebul idaklah berarli telah memutuskan hubungan
hukum antara penggugat dengan mobil sengkcta dan kchilangan haknyamenggugat
rergugat. buk ankai bagi para rergugat ] ang penting harga mobil I ang dij ualn) a sccara
beli seua itu dilunaskan pem ba) arann) a sesu:ri dengan perjanjian mereka. Adapun
orang lain I zrng meneruskan pelunasff pemba) aran. selama anta,'a penggirgat dengan
saksi l l  ada sLratu perjanj ian lain hal tersebut ada di luar masalah tergugat sebab
masing-nrasing perjaniian itu adalah bcrdiri sendiri dan hanl'a mengikat para pihak
l ang membuat pcrjanjian tersebut.
Adanya pcrjarnjian pcnggugat dengan saksi Il. tidak menimbulkan kcrugian
tergugat. sebaliknla lclah mcnlelesaikan pelunasan angsuran beii  se!\ 'a antara
penggugat dengan tergugat. rnaka kewajibanhukum tcrbebankepada tergugat untuk
menyerahkan mobil sccara mutlak kepada penggugal.
Sural pcmlataan ]ang dibuat oleh pcnggugat tentang s) arat-s) arat beli se*a mobil
scngketz! dari bentuk da.1 isi pemyalaanj elas terbaca baiwa surat inj dibuat penggugal
sebagai seorang desayang tidak berpendidikan drn dikendalika,r oleh tergugat semata-
mata untuk keuntungar tergugal.
Dalam mencntukan svarat'syarat suatu perikatan adalal tidal adil bila hanya
menguntungkan salah satu pihak saja sepeni tersebut pada pemyataan ini. sebab
adalah suatu halyang benenungan dengan rasa keadilan bila seandainya penggugat
tclah mcmbayar angsuran lebih dari 50 % dari harga mobil sengketa, tetapikarena
laJai dar ketidakvrggupannla melakulan pembalaran angsuran /pelLm:asan tas mobil.
lantas mobil ditarik kembali dari penggugat sedargkan uang berj umlahjutaan rupiah
yang telah dibayamya kepada tergugat lenyap begitu saja hanya dengan a-lasan sebagai
ganti kerugian kepada pemilik mobil sengketa.
Uraian di atas memberikan gambaran jelas bahwa badan peradilan di
Indonesia ( Pcngadi lan Ncgeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung RI):
a. Secara yuridis mengalui eksistensi hubungan hukum perjanjian beli sewa dalam
hal ini tidak ubahnya dengan perjanj ian pembiayarn konsumen.
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b. Peradilan mempunyai uervenang menilai isi perj anj ian. khususn; a perj arlj iarl
pembiayaar konsumen. Inidapat diketalui dari dasar pertimbangann) a )'ang
berbunlir Bah\ a dalam menentukan s)aral-salaral Suatu perjanjian suatu
perikaran adalah tidak adil bila harya mengunnr.rgkan salah satt-t pi-ha1i saj a sepeni
tersebut pada pem) ataan ini. sebab adalah suatu hal I ang bertentangan dengan
rasa keadilan bila seandain)a penggugat telal menbal ar lebih dari 50 7o dari
harga mobil sengket4 tetapi karena kelalaian dan ketidali-sang-zupar,r4a mel hrlian
pembal aran algsuran atau pelunas& atas nobil lersebul lailas hal itu beraliibat
mobil ditarik kembali dari penggugar sedang uang l ang telah be{ umlai j utaal
rupialr l ang telah dibayamla kepada tergugat-tergugat len) ap begitu saja han) a
dengan alasa.r sebagai ganti kerugian kepada penilik mobil seng.lieta tersebut.
IV PEi\.UTUP
Dokumen kendaraan bermotor sepeni BPKB dan STNK sertapemba) ran
BBNKB n]enunlt ketentuan perundang-undalgan ]ang berlakudalam perjanj ian
pen$ia)aa.1 konsumen bulo,r merupalar buki hak milik. sehingga u aiaupun dokumen
ditulis ates nama konsurmen lidak dapat dijadilan ala-sar bahrva hak milik sudalr bemlih.
Daya ikat pe! arj ian be Ii seu'a kendaraan bennotor tidallah mutlali. Haliin
benvenang menilai dan rnengesampingkan isi perjanjian apabila s-varat-s)arat
perjanjian dianggap befientangan dengan rasa keadiian. Bahkan dapat dikatakan
kervenangan i i sudah menjadi ;urisprudensii tetap Mahkamah Agung Republik
lndonesia sehingga dapat dijadikan pedoman yang nempunyai kekuatan engikat
terhadap utusan di masa datang.
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